BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

pelayanan kesehatan bagi pasien penguna asuransi Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Pemerintah di

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko belum terlaksana secara

optimal. Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya berbagai kendala

dalam aspek administratif, pelayanan medis, ketersediaan sarana dan prasarana,

serta pemenuhan hak-hak pasien sebagai peserta jaminan kesehatan yang

dijamin oleh negara.

1.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan PBI
Pemerintah pada prinsipnya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam praktik masih
dihadapkan pada tingginya jumlah kunjungan pasien, keterbatasan sumber
daya manusia dan fasilitas, rendahnya pemahaman pasien terhadap sistem
rujukan dan prosedur administrasi, serta permasalahan status kepesertaan
BPJS yang berdampak pada keterlambatan dan ketidakefektifan pelayanan.
Kendala pelayanan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana,
ketersediaan obat sesuai formularium, kapasitas ruang rawat inap,
keterbatasan jumlah tenaga medis dan petugas administrasi. Gangguan
sistem administrasi dan lemahnya koordinasi antarunit pelayanan turut
memengaruhi kualitas, kenyamanan, dan kepastian pelayanan kesehatan

bagi pasien BPJS Kesehatan PBI Pemerintah.
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3. Upaya yang dilakukan rumah sakit meliputi penataan alur dan jadwal

pelayanan, pendampingan administrasi kepada pasien, peningkatan
koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP), serta perbaikan fasilitas dan pengelolaan sumber daya
manusia secara bertahap. Dalam kondisi tertentu, rumah sakit tetap
memberikan pelayanan medis awal, khususnya pada keadaan gawat
darurat, sebagai wujud tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap
hak pasien atas pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan,

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan PBI

Pemerintah di RSUD Kabupaten Mukomuko masih memerlukan penguatan

serta pihak rumah sakit harus melakukan evaluasi secara berkala dan

berkelanjutan agar pelayanan dapat terlaksana secara efektif, berkeadilan, dan

memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pasien.

B. Saran

1.

Saran untuk Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko,
diharapkan memperkuat efektivitas pelayanan melalui penataan alur
pendaftaran, penyesuaian jadwal praktik dokter, optimalisasi sistem
administrasi elektronik, dan peningkatan koordinasi antarunit pelayanan.
Selain itu, perlu dilakukan pemeliharaan serta penambahan fasilitas
pendukung, termasuk ruang tunggu, ruang rawat inap, pendingin dan
penerangan, serta ketersediaan obat sesuai formularium nasional. Upaya
ini bertujuan menjamin pelayanan yang aman, efektif, adil, serta

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak pasien.
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2. Saran untuk pasien, dianjurkan memahami hak dan kewajiban sebagai
peserta, termasuk prosedur pendaftaran, sistem rujukan berjenjang, serta
mekanisme pengaduan, menyiapkan dokumen administrasi secara lengkap,
memantau status kepesertaan, dan mencatat proses pelayanan yang
diterima guna meminimalkan risiko keterlambatan, antrean panjang, atau
kerugian materil akibat ketidaktersediaan obat.

3. Saran untuk BPJS Kesehatan disarankan memperkuat sistem verifikasi
kepesertaan dan administrasi, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi
mengenai alur pelayanan, hak, dan kewajiban peserta. Langkah ini penting
agar peserta PBI memperoleh akses pelayanan yang sesuai ketentuan

perundang-undangan, efektif, merata, dan terlindungi secara hukum.
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